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ABSTRAK

Kewarisan kelem adalah salah satu dari hukum adat yang merupakan hasil
kesepakatan tokoh-tokoh masyarakat Dusun Kecicang Islam, Desa Bungaya
Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali terdahulu
dan diterapkan hingga saat ini dalam persoalan hak kewarisan cucu yang orang
tuanya meninggal terlebih dahulu dari kakek atau nenek (pewaris). Kelem berasal
dari bahasa Bali yang berarti tenggelam. Kaitannya dalam kewarisan, kewarisan
kelem berarti seorang cucu dari anak pewaris yang ayah atau ibunya meninggal
terlebih dahulu sebelum kakek atau nenek (pewaris) dikatakan tenggelam
(terhalang) dari hak kewarisan karena terhalang oleh saudara orang tuanya yang
masih hidup. Hal ini bertolak belakang dengan sistem hukum kewarisan di
Indonesia dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 185 ayat 1
menjelaskan bahwa, ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris
maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya.

Dalam skripsi ini, penyusun menggunakan penelitian lapangan (field
research). Penelitian ini bersifat deskriptif analitik komparatif dengan pendekatan
normatif yuridis dan antropologi. Teknik pengumpulan data dengan cara
wawancara dan dokumentasi. Setelah data-data terkumpul, penyusun akan
menganalisis secara kualitatif deskriptif dengan pisau bedah ‘urf dan teori ahli
waris pengganti.

Hasil penelitian ini, bahwa kewarisan kelem adalah salah satu dari hukum
adat yang merupakan hasil kesepakatan tokoh-tokoh masyarakat Kecicang Islam
terdahulu dan diterapkan hingga saat ini dalam persoalan hak kewarisan cucu yang
orang tuanya meninggal terlebih dahulu dari kakek atau nenek (pewaris). Hal ini
bertentangan dengan sistem hukum kewarisan sunni maupun Syi’ah serta hukum
kewarisan di Indonesia.

Kata Kunci: Hukum, Kewarisan, Kelem.



HALAMAN PERSETUJUAN

IWJ iFJ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga ~ FM-UINSK-BM-05-03/RO
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp :-

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu’alaikum wr.wb.
Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta
mengadakan perbaikan sepertinya, maka kami selaku pembimbing berpendapat

bahwa skripsi Saundari:
Nama : [jtihadul Umam
NIM : 15350011

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Kelem (Studi

Di Dusun Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin,
Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Bali)”.

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari’ah Jurusan Al-Ahwal Asy-

Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta scbagai salah satu syarat untuk

memperoleh gelar Sarjana Strata Sata dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi /fugas akhir Saudara tersebut di atas

dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasth.

Wassalamu’alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 10 Dzulkaidah 1440
29 Juli 2019

Pembimbing,

Nz —
Drs. Supriatua, M.Si.

NIP: 19541109 198103 1 001




HALAMAN PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

0
Seaallill J1. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545014 Yogyakarta 55261
PENGESAHAN TUGAS AKHIR
. Nomor : B-395/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019
Tugas Akhir dengan judul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWARISAN KELEM (STUDI DI

DUSUN KECICANG ISLAM, DESA BUNGAYA KANGIN, KECAMATAN
BEBANDEM, KABUPATEN KARANGASEM, BALI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : UTIHADUL UMAM
Nomor Induk Mahasiswa : 1535001

Telah diujikan pada : Jumat, 16 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir T A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari‘ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Z

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP. 19541109 198103 1 001

Penguji Penguji I
Ve o <
Tomm &
! 5‘»_/’/” i\ /\(‘\/\’\/L i
g v
Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A. Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe's, M.SL
NIP. 19641008 199103 1 002 NIP. 19620908 198903 2 006

Yogyakarta, i6 Agustus 2019
JIN Sunan Kalijaga
ari'ah dau Hukum

LY
G
iy
BoeYA
A



HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

oY
3

" Dnivesitas Istam Negeri Suman Kalijaga ~ FM-UINSK-BM-05-03/RO

B

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Ijtihadul Umam
NIM : 15350011
Prodi = Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah basil
penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan
bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau
melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku.

Yogyakarta, 10 Dzulkaidah 1440
29 Juli 2019

NIM: 15350011



MOTTO

Benoyatoar dan Thlas

JANGAN LUPA BAHAGIA

Vi



PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah skripsi ini saya persembahkan
untuk:

1. Kedua Orang Tuaku tercinta, Ayahanda H. Hamidin, S.Sos. dan Ibunda
tercinta ibu Hj. Siti Nurimama yang selalu mendoakan dan memberikan
support serta dukungan yang tak ternilai harganya.

2. Saudara-saudaraku tersayang, Ana Fairuza Fajriana, S.TP., Ashabil
Firdaus, dan Muhammad Althaf Dhiaul Haqg sebagai kebanggaanku dan
kebanggan keluarga. Serta seluruh Keluarga Besar Alm. Nawidin dan Alm.
Nawiham serta H. Amin dan Hj. Aminah.

3. Bapak Dosen Pembimbing tecinta Bapak Drs. H. Supriatna, M.Si. yang
telah menjadi orang tua kedua selama di Yogyakarta dan telah memberikan
banyak ilmu serta bimbingannya.

4. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Syari’ah
dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Terimakasih atas pendidikan dan
pembelajarannya. HMI adalah kampus keduaku di Yogyakarta.

5. Rekan-rekan seperjuangan yang tidak dapat saya sebut namanya satu persatu,
Ekstrainer Lentera Al-Fatih serta anak-anakku Ekstrainer Fajar Emas dan
Pytagoras yang selalu mengingatkanku “Kerja keras tak pernah ingkar janji,

berproses sampai malu tuk mengingkari”.

Vii



6. Keluarga Besar lkatan Mahasiswa Muslim Bali Yogyakarta yang selalu
menjadi motivasi saya untuk nantinya mengabdi pada daerah kembali.

7. Forum-forum diskusi saya di warung kopi dan kawan-kawan di Kopigenk
Publik Audience yang telah mengajarkan banyak hal yang tidak saya dapatkan
di ruang perkuliahan.

8. Seluruh sahabat-sahabat KKN Sekendal kelompok 44 Angkatan 96 yang telah
memberikan pengalaman berharga.

9. Seluruh teman-teman satu angkatan AS 2015 yang telah menjadi kawan yang
baik selama masa perkuliahan.

10. Seluruh dosen jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan ilmu
serta bimbingannya.

11. Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

viii



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan
dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Keterangan

| Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan

< B&’ B Be

< Ta’ T Te

& Sa’ S Es (Dengan Titik Di Atas)
d Jim J Je

C Ha’ H Ha (Dengan Titik Di Bawah)
¢ Kha’ Kh Ka Dan Ha

4 Dal D De

3 Zal V4 Zet (Dengan Titik Di Atas)
J R&’ R Er

J Zai yA Zet
o Sin S Es




o Syin Sy Es Dan Ye

ol Sad S Es (Dengan Titik Di Bawah)
ol Dad D De (Dengan Titik Di Bawah)
L T4’ T Te (Dengan Titik Di Bawah)
5 7a’ Z Zet (Dengan Titik Dibawah)
e ‘Ain ‘ Koma Terbalik (Di Atas)
£ Gain G Ge Dan Ha

= F&’ F Ef

d Qaf Q Qi

d Kaf K Ka

J Lam L El

p Mim M Em

d Nan N En

3 Wawl( W We

A Ha&’ H Ha

s Hamzah ’ Apostrof

S Y& Y Ye




B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh:

J Ditulis Nazzala
O Ditulis Bihinna
C. Ta’ Marbutah diakhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h
ZEXEN Ditulis Hikmah
e Ditulis “llah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali
dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisahh

maka ditulis dengan h.

HRPNFARS

Ditulis

Karamah al-auliya’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah

ditulis t atau h.

SRS

Ditulis

Zakah al-fitri
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D. Vokal Pendek

" Ditulis A
Ja8 Fathah
Ditulis Fa’ala
R Ditulis I
S Kasrah
Ditulis Zukira
o Ditulis U
AL Dammah
Ditulis Yazhabu
E. Vokal Panjang
Fathah + alif Ditulis A
1
& Ditulis Fala
Fathah + ya’ mati Ditulis A
2
(i Ditulis Tansa
Kasrah + ya’ mati Ditulis T
3
Jual’ Ditulis Tafshil
Dammah + wawu mati Ditulis U
4 240 2
Jyal Ditulis Usil
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F. Vokal Rangkap

Fathah + ya’ mati Ditulis Ai

' RN Ditulis az-zuhaili
Fathah + wawu mati Ditulis Au

’ Al Ditulis ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof
;i:ii Ditulis A’antum
e Ditulis U’iddat
@iJSJAuJ Ditulis La’in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam
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L‘l’)
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2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah

yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf | (el) nya.
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BAB |

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Hukum kewarisan merupakan aturan yang mengatur hubungan sesama
manusia yang ditetapkan Allah, tentang harta dan pemilikan yang timbul sebagai
akibat dari suatu peristiwa hukum (kematian). Harta yang ditinggalkan seseorang
yang telah meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak
menerimanya, berapa jumlahnya dan bagaimana cara mendapatkannya.

Kewarisan berasal dari kata warasa yang digunakan dalam Al-Qur’an.
Secara bahasa, kata warasa memiliki beberapa arti:

Pertama, mengganti.

Loy Gagls &) g5

Ayat ini menjelaskan bahwasanya Nabi Sulaiman menggantikan kenabian
dan kerajaan, serta mewarisi ilmu pengetahuan Nabi Daud.

Kedua, memberi.

2 ¥ Ll

Ayat ini menjelaskan perkataan orang-orang yang bertakwa kepada

Tuhannya yang telah memberikan tempat (bumi) kepada mereka.

! An-Naml (27): 16.

2 Az-Zumar (39): 74



Ketiga, mewarisi.
st J) e &y

Ayat ini menjelaskan kecemasan Nabi Zakaria yang tidak kunjung
dianugerahi anak dan khawatir tidak ada yang mewarisi dirinya serta dari keluarga
Ya’qub.

Secara Terminologis, hukum kewarisan Islam adalah hukum yang
mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris,
menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-
masing.*

Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa bidang hukum waris
dianggap sebagai salah satu bidang hukum yang berada di luar bidang-bidang yang
bersifat netral seperti hukum perseorangan, hukum kontrak (perikatan) dan hukum
lalu lintas (darat, air dan udara). Bidang waris termasuk bidang hukum yang
mengandung terlalu banyak halangan, adanya komplikasi-komplikasi kultural,
keagamaan dan sosiologi.”

Hukum kewarisan atau yang disebut faraid merupakan salah satu hukum
Islam yang hingga sekarang masih berlaku dan diberlakukan di Indonesia

khususnya bagi umat Islam. Hukum kewarisan Islam dianggap kewajiban yang

¥ Maryam (19): 6.
* Mardani, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), him 1-2.

% Sukris Sarmadi, Dekontruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi
Hukum Islam, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), him 8.



harus dilaksanakan oleh setiap muslim. la dianggap sebagai compulsory law
(dwingend recht) yakni hukum yang berlaku secara mutlak dan baku. Hal tersebut
menjadikan hukum kewarisan Islam hingga sekarang tetap diberlakukan hampir di
semua wilayah dunia Islam.®

Pelaksanaan hukum kewarisan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh hasil
pemikiran ulama Sunni yang tidak terkodifikasi oleh pemerintahan kolonial
Belanda, bahkan pelaksanaan kewarisan bercampur baur dengan hukum adat.
Akibatnya adalah bahwa praktek pelaksanaan yang bersifat patrilineal, matrilineal
dan bilateral yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lain di Indonesia.
Namun demikian, meskipun terbentuk tiga susunan masyarakat Indonesia tetap
pelaksanaan hukum kewarisan masih diwarnai oleh hukum adat Indonesia,
sehingga lahirlah teori resepsi, yakni hukum Islam dapat dianggap sebagai hukum
apabila ia telah masuk ke dalam hukum adat. Jadi tergantung kesediaan
masyarakat setempat melaksanakan hukum tersebut. Namun usaha kolonial
Belanda tidak bertahan lama, karena mendapat tantangan dari masyarakat. Oleh
sebab itu, timbul kembali kebijakan politik hukum Belanda, yaitu memberlakukan
pelaksanaan kewarisan berdasarkan undang-undang yang tidak seragam untuk
setiap daerah.

Kebijakan politik hukum Belanda dalam hukum kewarisan Islam adalah

pada tanggal 3 Juni 1823 melalui resolusi Gubernur Jenderal Nomor 12, hukum

® Ibid., him. 9.



kewarisan Islam menjadi kewenangan Pengadilan Agama Palembang (Jawa-
Madura). 114 tahun kemudian pada tahun 1937 materi hukum kewarisan Islam
terhapus dari Pengadilan Agama ke Pengadilan Negeri, melalui stbl. 1937 Nomor
116. Begitu pula halnya di Kalimantan, hukum waris Islam terhapus dari
Pengadilan Agama melalui stbl. 1937 Nomor 638 dan 639. Dari hukum kewarisan
Islam di luar Jawa-Madura dan Kalimantan tetap berlaku meskipun hanya melalui
Peraturan Pemerintah Rl Nomor 45 tahun 1957. Karena tuntutan zaman
pelaksanaan hukum kewarisan Islam di Indonesia yang tidak seragam itu, dapat
diseragamkan pelaksanaannya melalui undang-undang.

Dewasa ini, sistem kewarisan yang berlaku bagi warga negara Indonesia
masih beragam, sebab selain sistem hukum kewarisan Islam yang berlaku, juga
masih berlaku sistem hukum adat dan sistem hukum perdata. Berlakunya ketiga
sistem hukum kewarisan di Indonesia, akibatnya masih berpengaruh terhadap
penyelesaian sengketa kewarisan, sebab anggota keluarga yang bersengketa dapat
memilih salah satu dari ketiga hukum tersebut. Namun pada masa sekarang ini
hukum kewarisan Islam, pemerintah Republik Indonesia telah melembagakan
sebagai kaidah hukum yang berlaku positif, dan dibentuk suatu lembaga yang
khusus untuk penegakkannya, yaitu peradilan agama. Adapun hukum materil
mengenai Hukum Kewarisan Islam yang resmi diberlakukan sejak 22 Juli 1991 di

seluruh instansi Kementerian Agama dan instansi pemerintahan serta masyarakat



yang memerlukannya, sesuai Intruksi Presiden Rl Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10
Juni 1991, yaitu Kompilasi Hukum Islam.’

Berdasarkan observasi awal tentang hukum kewarisan adat, masyarakat
Dusun Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten
Karangasem, Provinsi Bali, mempunyai cara sendiri dalam menyelesaikan
hubungan hukum yang ditimbulkan berkaitan dengan harta seorang meninggal
dunia dengan orang-orang yang ditinggalkannya. Salah satu tradisi yang terjadi
dalam masyarakat ini terkait hak kewarisan seorang cucu yang orang tuanya sudah
meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris meninggal, dalam masyarakat ini
dikenal dengan waris kelem. Kelem berasal dari bahasa Bali yang berarti
tenggelam. Kaitannya dalam kewarisan, waris kelem berarti seorang cucu dari
anak pewaris yang ayah atau ibunya meninggal terlebih dahulu sebelum kakek
atau nenek dikatakan tenggelam (terhalang) dari hak kewarisan karena terhalang
oleh saudara orang tuanya yang masih hidup.

Dalam pandangan ulama Sunni, memang cucu yang orang tuanya
meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris (kakek atau neneknya), ia mahjub
(terhalang) oleh anak laki-laki dari pewaris, tetapi tidak mahjub oleh anak
perempuan dari pewaris. Dipandang tidak memberikan rasa keadilan, dalam

perkembangan selanjutnya, pendapat terhadap cucu yang terhijab oleh pamannya

” Syamsulbahri Salihima, Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum
Islam dan Impelementasinya pada Pengadilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2015), him 6-8.



diberikan hak untuk ikut memperoleh bagian dari harta peninggalan kakek atau
neneknya.’

Hal ini diterapkan oleh Mesir melalui undang-undang nomor 71 tahun
1946 tentang wasiat wajibah. Mesir merupakan negara pertama yang memasukkan
wasiat wajibah ke dalam perundang-undangannya. Wasiat wajibah dapat dilakukan
secara langsung (lineal descendants) bagaimanapun rendah menurunnya dari anak
seorang laki-laki maupun anak perempuan yang meninggal terlebih dahulu dari si
pewaris. Wasiat yang wajib itu dibagikan di antara para cucunya menurut prinsip
umum, yaitu dua bagian kepada laki-laki dan satu bagian kepada perempuan.’

Tradisi kewarisan kelem di Dusun Kecicang Islam juga bertolak belakang
dengan sistem hukum kewarisan di Indonesia setelah disosialisasikannya Intruksi
Presiden Republik Indonesia (Inpres RI) Nomor 1 Tahun 1991 dalam bentuk
Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dan diterima dengan baik oleh
masyarakat muslim Indonesia termasuk oleh Pengadilan Agama. Dalam pasal 185
ayat 1 dan 2 BAB Il (Ahli Waris) Buku Il (Hukum Kewarisan) di KHI
menjelaskan bahwa: (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si

pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang

8 Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana, 2011), him 166.

% Abdullah Siddig, Hukum Waris Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam,
(Jakarta: Wijaya Jakarta, 1984) him 87.



tersebut dalam pasal 173. (2) Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh
melebihi dari bagian ahli waris sederajat dengan yang diganti.*

Dari latar belakang di atas, penyusun berinisiatif untuk melakukan
penelitian kewarisan kelem dan mengangkat judul dalam skripsi ini “Tinjauan
Hukum Islam terhadap Kewarisan Kelem (Studi Di Dusun Kecicang Islam, Desa

Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali)”.
B. Rumusan Masalah

Merujuk dari latar belakang masalah di atas, penyusun merumuskan

permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa di Dusun Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan
Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali cucu yang orang
tuanya meninggal terlebih dahulu dari pewaris tidak berhak menerima
warisan?

2. Siapa dan berapa bagian ahli waris dalam kewarisan kelem di Dusun
Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem,

Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali?

19 Departemen Agama RI, Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum
Islam di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000),
him 86.



3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kewarisan kelem di Dusun
Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem,

Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan rumusan masalah di atas
maka tujuan penelitian ini adalah:
a. Untuk menjelaskan mengapa dalam tradisi kewarisan kelem di
Dusun Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan
Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali cucu tidak
berhak mendapat warisan dari kakek atau neneknya.
b. Untuk menjelaskan ahli waris dan bagiannya dalam kewarisan
kelem di Dusun Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin,
Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali.
c. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap kewarisan
kelem di Dusun Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin,
Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali.
2. Kegunaan Penelitian
a. Secara teoritis, untuk menambah sumber referensi, wawasan, dan
pengetahuan bagi dunia hukum dalam menghadapi permasalahan

kewarisan yang dewasa ini semakin ditinggalkan.



b. Secara praktis, untuk memberikan informasi dan masukan tentang
kewarisan kelem dalam tinjauan hukum Islam kepada masyarakat,
khususnya di Dusun Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin,

Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali.
D. Telaah Pustaka

Kajian pustaka dalam hal ini mengacu pada hasil penelitian atau karya
kontemporer seperti skripsi, tesis, atau disertasi, atau karya akademik lain yang
merupakan hasil penelitian. Menurut penelusuran penyusun belum pernah ada
yang membahas tentang kewarisan kelem di Dusun Kecicang Islam. Namun ada
beberapa penelitian yang bahasannya berkaitan dengan judul penelitian di atas,
antara lain:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Laili Shofiya Kurniawati yang
berjudul “Tinjauan Hukum Isam terhadap Kewarisan Cucu Dan Buyut (Studi
Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor:
0535/Pdt.G/2011/PA.Yk)”. Penelitian dari skripsi ini adalah penelitian library
research atau penelitian pustaka, yang bersifat preskriptif dengan analisis
induktif-deduktif berkenaan dengan sengketa kewarisan antara cucu dan buyut di

Pengadilan Agama Yogyakarta, melalui pendekatan normatif dan yuridis.*

! Laili Shofiya Kurniawati, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewarisan Cucu Dan Buyut
(Studi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor: 0535/Pdt.G/2011/PA.Yk)”, skripsi
tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2012
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Kedua, skripsi yang ditulis Muhammad Nur Aziz yang berjudul “Sengketa
Kewarisan antara Anak dengan Cucu (Studi Putusan Pengadilan Agama
Purworejo Perkara Nomor: 0273/Pdt.G/2009/PA.Pwr). Skripsi ini meneliti
tentang sengketa kewarisan yang terjadi antara anak dan cucu pewaris yang orang
tuanya meninggal terlebih dahulu daripada pewaris. Sengketa terjadi disebabkan
cucu yang seharusnya mendapatkan harta warisan menggatikan orang tuanya
yang telah meninggal terlebih dahulu sebagai ahli waris pengganti tidak
mendapatkan bagiannya.*?

Ketiga, skripsi Pinta Zumrotul ‘Izzah yang berjudul “Sengketa Waris
Pengganti di Pengadilan Agama Blitar Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi
Putusan Nomor: 1408/Pdt.G/2011/PA.BI). Penelitian ini tergolong dalam jenis
penelitian library research yang bersifat deskriptif analitik melalui pendekatan
yuridis-normatif seta menggunakan metode deduktif. Pokok masalah pada skripsi
ini adalah bagaimana majelis hakim menyelesaikan perkara dan pertimbangan
serta dasar hukum yang digunakan. Apakah dari materi hukum yang digunakan
majelis hakim sama atau berbeda dengan aturan yng ada, khususnya Kompilasi

Hukum Islam (KHI).?

2 Muhammad Nur Aziz, “Sengketa Kewarisan antara Anak dengan Cucu (Studi Putusan
Pengadilan Agama Purworejo Perkara Nomor: 0273/Pdt.G/2009/PA.Pwr)”, skripsi tidak diterbitka,
Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2009

3 pinta Zumrotul ‘Izzah “Sengketa Waris Pengganti di Pengadilan Agama Blitar
Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Nomor: 1408/Pdt.G/2011/PA.Bl)”, skripsi tidak
diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014



11

Keempat, skripsi Luluk Khumaidah yang berjudul “Studi Kritis Terhadap
Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Tentang Ahli Waris Pengganti”. Jenis
penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan sifat
deskriptif analitik. Pendekatan yang digunakan yuridis sosio historis dan teknik
yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dokumentatif serta analisis data
yang digunakan adalah kualitatif. **

Kelima, jurnal yang disusun oleh Wa Dazriani yang berjudul “Hukum
Kewarisan Cucu di Negara Mayoritas Islam dan Analisis Pasal 185 KHI
Indonesia”. Dalam jurnal ini menjelaskan bahwasanya bidang hukum kewarisan
sudah sangat mengalami perkembangan signifikan, disebabkan oleh kebutuhan
masyarakat yang semakin kompleks dan pemikirannya dapat berubah sesuai
dengan perkembangan zaman. Hukum waris Islam yang berkembang tersebut
yakni keberadaan ahli waris pengganti yang penerapannya di Indonesia diatur
oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pada pasal 185 KHI masih sangat sering
diperdebatkan dan dianggap rentan terhadap berbagi interpretasi bahkan oleh para
hakim di Pengadilan Agama. Penelitian ini menggunakan metode pustaka yaitu

dengan mengumpulkan data perpustakaan dan data primer yang mendukung

penelitian tersebut.™

¥ Luluk Khumaidah “Studi Kritis terhadap Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang
Ahli Waris Pengganti”, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga, 2005

15 Wa Dazriani, “Hukum Kewarisan Cucu di Negara Mayoritas Islam dan Analisis Pasal
185 KHI di Indonesia”, Jurnal Hukum Khaira Ummah, No 1, Vol. 12, (Maret 2017), him 119-126.
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Keenam, jurnal yang disusun Hajar M yang berjudul “Hak Kewarisan
Cucu (Analisis Yurisprudensi Mahkamah Tinggi Syariah di Selangor, Malaysia
dan Mahkamah Agung di Indonesia)”. Pokok masalah dalam jurnal ini terkait hak
cucu dalam Yurisprudensi Mahkamah Tinggi Syariah di Selangor, Malaysia dan
Mahkamah Agung di Indonesia; perbandingan hak waris cucu dari dua
yurusprudensi dan pola pendistribusian harta kepada cucu. Metode yang
digunakan dalam prnrlitian jurnal ini adalah comparative approach. Bahasannya
disajikan secara deskriptif analitis, kemudian dianalisa secara kualitatif dan
yuridis normatif.*®

Setelah penyusun membaca dan mencari dari telaah pustaka di atas,
perbedaan penelitian ini adalah jenis penelitian dan subyek penelitian yakni field
research (penelitian lapangan), penyusun melakukan penelitian kewarisan di
Dusun Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten
Karangasem, Provinsi Bali terkait hak kewarisan cucu yang terhalang karena

orang tuanya meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris.
E. Kerangka Teoretik

Adat dalam hukum Islam dikenal dengan ‘urf'. ‘Urf (kebiasaan

masyarakat) adalah sesuatu yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat

16 Hajar M, “Hak Kewarisan Cucu Analisis Yurisprudensi Mahkamah Tinggi Syariah di
Selangor, Malaysia dan Mahkamah Agung Indonesia”, Jurnal Hukum lus Quia lustum, No. 3, Vol.
21, (Juli 2014), him 444-464.
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daerah tertentu, dan terus-menerus dijalani oleh mereka, baik hal demikian terjadi
sepanjang masa atau pada masa tertentu saja.’’ ‘Urf diartikan apa-apa yang telah
dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus-menerus, baik berupa perkataan
maupun perbuatan.

Ahli bahasa ada yang menyamakan kata adat dan ‘urftersebut, kedua kata
itu mutaradif (sinonim). Jika dilihat dari asal kata ‘adat, akar katanya adalah
‘aada, ya 'udu yang mengandung arti tikrar (pengulangan). Sesuatu yang baru di
lakukan satu kali, belum dinamakan adat, sedangkan kata ‘urf pengertiannya tidak
melihat dari segi berulangkalinya suatu perbuatan dilakukan tetapi dari segi
berulangkalinya suatu perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui
oleh orang banyak. Adanya dua sudut pandang berbeda ini (dari sudut berulang
kali dan dari sudut dikenal) yang menyebabkan timbulnya dua nama tersebut.
Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsip, karena pengertian
dua kata tersebut sama, yaitu suatu perbuatan yang telah berulang-ulang
dilakukan menjadi dikenal dan diakui orang banyak; sebaliknya karena perbuatan
itu sudah dikenal dan diakui orang banyak, maka perbuatan itu dilakukan secara
berulang kali.

‘Urf diterima sebagai landasan hukum dengan alasan firman Allah SWT:

1B s jally el 5 siall 22

7 Asmawi, Perbandingan Ushul Figh, (Jakarta: Amzah, 2011), him 161.

18 Al-A’raf (7): 199.
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Kata al-‘urf di atas dipahami oleh ulama ushul sebagai sesuatu yang baik
dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. *°

Adat kebiasaan merupakan sumber hukum yang penting karena belum
atau tidak semua kebiasaan dituangkan dalam bentuk tertulis, tetapi juga karena
kehidupan masyarakat terus berkembang. Adat kebiasaan bisa menjadi hukum
apabila terpenuhi dua syarat, yaitu: dilakukan berulang dan masyarakat menerima
tindak yang berulang tersebut sebagai suatu hal yang harus dipatuhi dan diterima
sebagai aturan hukum yang mengikat (opini iuris necessitatis).?

Pelaksanaan adat dalam masyarakat sangat mempengaruhi pemberlakuan
hukum di Indonesia. Hal itu melatarbelakangi lahirnya teori receptie, teori yang
dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronye (1857-1936), kemudian
dikembangkan C. Van Vollenhoven dan Ter Haar Bzn, yang menyatakan bahwa
bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat; hukum Islam berlaku
kalau norma hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum
adat.”*

Hubungan hukum adat dengan hukum Islam dalam makna “kontak™ antara

kedua sistem hukum itu telah lama berlangsung di tanah air kita. Hubungannya

19 Hasbiyallah, Figh dan Ushul Figh Metode Istinbath dan Istidlal, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2013), him 109-112.

20 Bydi Ruhiatudin, Pengantar llmu Hukum, (Yogyakarta: Cakrawala Media, 2013), him
37

2 Kamsi, Pergulatan Hukum Islam dan Politik dalam sorotan, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu
Group, 2013), him 17
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akrab dalam masyarakat, hukum adat dengan hukum Islam tidak dapat dicerai
pisahkan karena erat sekali, saling topang menopang, karena sesungguhnya yang
dinamakan adat benar-benar adalah syara’ itu sendiri. Dalam hubungan ini perlu
dijelaskan bahwa adat dalam ungkapan ini adalah cara melaksanakan atau cara
memakai syara’ itu dalam masyarakat.22

Di Indonesia, hukum adat dan hukum Islam dalam konteks kewarisan
terkait pergantian hak kewarisan dari ahli waris yang meninggal dunia terlebih
dahulu dari pewaris, mengenal suatu konsep yang disebut ahli waris pengganti.
Ahli waris pengganti dalam hukum adat yang tercantum dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (BW) dibagi menjadi tiga macam vyaitu: Pertama,
pergantian dalam garis ke bawabh, tiap anak yang meninggal dunia terlebih dahulu
digantikan oleh semua anak-anaknya.”® Kedua, pergantian garis ke samping,
dimana tiap-tiap saudara yang meninggal dunia terlebih dahulu baik sekandung
maupun saudara tiri, jika meninggal dunia terlebih dahulu digantikan oleh anak-
anaknya.”* Ketiga, pergantian dari garis ke samping menyimpang, yaitu kakek

dan nenek baik dari pihak ayah maupun ibu maka harta warisan di warisi oleh

2 Muhammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam
Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), him 201-202.

2 Kitab Lengkap Undang-Undang Hukum, KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek voor
Indonesie), Buku Kedua Tentang Benda (Van Zaken), BAB XII Pewarisan Karena Kematian, Pasal
842, Pustaka Buana, 2016, him 202

2 1bid., Pasal 844.
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golongan keempat, yaitu paman sebelah ayah dan paman sebelah ibu. Pewarisan
ini dapat digantikan keturunan seterusnya.®

Pun demikian, ahli waris pengganti dalam hukum Islam yang tercantum
dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 185 juga menyatakan bahwasanya,
ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya
dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
Selanjutnya, bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian
ahli waris sederajat dengan yang diganti.?®

Dalam surat An-Nisa’ ayat 11 dinyatakan hak warisan walad atau awlad
(anak). Penggunaan kata tersebut diperluas kepada walad al-walad (cucu) dalam
penempatannya sebagai ahli waris. Hanya dalam perluasan pengertian walad,
ulama ahlusunah menerapkan pemahaman diskriminatif. Mereka dalam penetapan
hak warisan hanya menggunakan kata cucu laki-laki maupun perempuan terhadap
anak dari anak laki-laki dan tidak kepada anak dari anak (cucu) perempuan;
sedangkan ulama Syi’ah memperluas pengertian anak itu kepada cucu secara
mutlak, baik melalui anak laki-laki maupun anak perempuan.”’

Menurut Hazairin, hukum kewarisan Islam bercorak bilateral dan

mengenal istilah ahli waris pengganti. Hal tersebut, didasarkan pada penafsiran

% Ibid., Pasal 845.

% Departemen Agama RI, Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum
Islam di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000),
him 86.

2" Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana, 2011), him 166.
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kata mawali dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 33 secbagai ahli waris
pengganti. Mawali diartikan orang-orang yang menjadi ahli waris karena tidak
ada lagi penghubung antara mereka dengan pewaris. Ahli waris lainnya yang
bukan mawali adalah ahli waris karena tidak ada penghubung antara dia dengan si
pewaris, seperti anak yang langsung menjadi ahli waris bagi ayahnya atau ibunya

atau sebaliknya.?
F. Metode Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian, maka tidak lepas dari pendekatan dan
langkah-langkah penelitian. Adapun metode yang penyusun gunakan dalam
melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini, penyusun menggunakan penelitian lapangan
(field research), yakni penelitian yang dilakukan langsung di lapangan,®
berdasarkan objek lapangan atau lokasi tertentu. Dalam hal ini penyusun
mengambil daerah Dusun Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan
Bebandem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali sebagai daerah penelitian guna

mengetahui kewarisan kelem di daerah tersebut.

%8 Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur’an dan Hadis, (Jakarta Pusat:
Tintamas Indonesia, 1982), him 32.

» Restu Kartiko Widi, Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun
Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian, (Yogyakarta: Graha limu, 2010), him 52
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2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif analitik komparatif yakni menggambarkan
semua data atau keadaan subjek/objek penelitian kemudian dianalisis dan
dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan
selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalah.*® Dalam hal ini,
penyusun menguraikan dan menjelaskan tentang kewarisan kelem pada masyarakat
Kecicang Islam, menganalisa data-data yang ada dan dikomparasikan dengan
hukum Islam.
3. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan normatif dan pendekatan yuridis. Adapun penjelasannya sebagai
berikut:

a. Pendekatan normatif ialah studi Islam yang memandang masalah dari
sudut legal-formal dan / atau normatifnya. Normatif yakni seluruh
ajaran yang terkandung dalam hukum Islam (al-Qur’an, Hadis dan kitab
figh lainnya.®* Dalam pendekatan ini penyusun mengkaji ketentuan
hukum mengenai kewarisan kelem berdasarkan metode ‘urf.

b. Pendekatan yuridis ialah pendekatan yang dilakukan dalam membahas

permasalahan penelitian ini menggunakan hukum positif yakni

% 1bid., him. 84.

31 Khoiruddin Nasution, Pengantar Studi Islam, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA,
2012), him 189-197.
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Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya.*
Dalam pendekatan kewarisan kelem ini, penyusun menggunakan teori
ahli waris pengganti.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang penyusun gunakan dalam penelitian ini meliputi

data primer dan sekunder, yaitu:

a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh
peneliti secara langsung dari sumber datanya.** Dalam hal kewarisan
kelem, data primer adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, keliang
(pemuka) adat, keliang banjar dinas dan guru kampung.

b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan
peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (penyusun sebagai tangan
kedua).** Dalam hal ini, sumber data sekunder yang penyusun gunakan
adalah dokumen-dokumen, nash dan literatur yang berkaitan dengan
kewarisan kelem pada masyarakat Kecicang Islam.

5. Teknik Pengumpulan Data
Penggunaan berbagai metode pengumpulan data guna mengetahui

kepastian suatu penelitian sangatlah diperlukan. Terkait dalam hal ini, metode

%2 1bid.

% sandu Siyoto, Dasar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Literasi Media
Publishing, 2015), him 67.

* 1bid., him 68



20

yang penyusun gunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai

berikut:

a.

Interview (wawancara) yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan yang
sudah terstruktur secara langsung (lisan) kepada pihak yang
mendukung tercapainya tujuan penelitian ini.>®> Dalam hal ini adalah
pihak-pihak yang berada di wilayah masyarakat Kecicang Islam yang
terdiri dari 5 unsur yaitu seorang tokoh masyarakat, seorang tokoh
agama, seorang keliang (pemuka) adat, seorang keliang banjar dinas
dan guru kampung.

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel.*
Dalam hal ini adalah data-data padukuhan maupun keliang (pemuka)
adat, Guru Kampung, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang
berfungsi sebagai data primer selagi data tersebut berkaitan dengan
masalah yang akan diteliti.

Observasi  yaitu Pengamatan langsung dengan menggunakan

penglihatan, penciuman, dan perabaan.*” Penyusun menggunakan

observasi langsung ke Dusun Kecicang Islam. Disini penyusun

% 1bid., him 76.

% 1bid., him 77.

%" 1bid., him 81.
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mengamati fakta yang ada di lapangan, khususnya yang berhubungan
dengan kewarisan kelem.
6. Analisis Data
Setelah data-data terkumpul, penyusun menganalisis secara kualitatif
deskriptif, yaitu menelaah mengenai esensi, menggambarkan kualitatif data yang
didapat dari observasi, wawancara dan dokumentasi.®® Untuk itu penyusun
menggunakan metode sebagai berikut:

a. Metode Induktif adalah metode yang berasal dari pengamatan,®® yakni
menganalisa data-data yang diperoleh dari wawancara tentang
kewarisan kelem di Dusun Kecicang Islam kemudian digeneralisasikan
suatu kesimpulan yang bersifat umum.

b. Metode Komparatif yaitu membandingkan hukum kewarisan Islam
terhadap kewarisan kelem masyarakat Kecicang Islam. Dari
perbandingan tersebut terlihat apakah kewarisan kelem telah sesuai

dengan hukum kewarisan Islam.

% Hadi Sabari Yunus, Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2010), him 341.

%9 Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan, (Bandung:
Refika Aditama, 2012), him 63.
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G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab. Setiap bab
memuat beberapa sub bab. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Bab pertama, memuat pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bab.
Pertama, latar belakang masalah yang penyusun teliti. Kedua, rumusan masalah,
merupakan penegasan terhadap kandungan yang terdapat dalam latar belakang
masalah. Ketiga, tujuan dan kegunaan, tujuan adalah keinginan yang ingin dicapai
dalam penelitian ini, sedangkan kegunaan merupakan manfaat dari hasil
penelitian. Keempat, telaah pustaka, sebagai pembanding penyusun dalam
literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Kelima, kerangka teoritik, berisi
acuan yang digunakan dalam pembahasan dan penyelesaian masalah. Keenam,
metode penelitian, berisi tahapan apa saja yang digunakan dalam penelitian.
Ketujuh, sistematika pembahasan, berisi tentang struktur yang akan dibahas
dalam penelitian.

Bab kedua, menguraikan teori-teori hukum kewarisan Islam meliputi
pengertian kewarisan, dasar hukum kewarisan, rukun dan syarat pembagian
kewarisan, asas-asas hukum kewarisan, sebab-sebab memperoleh harta kewarisan
dan penghalangnya serta penggolongan ahli waris dan bagiannya. Uraian ini
dimaksudkan untuk mengetahui hukum kewarisan Islam secara ideal yang

berkaitan dengan permasalahan dalam pembahasan ini.
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Bab ketiga, memaparkan tentang deskripsi wilayah dan menjelaskan
kewarisan kelem dalam masyarakat Kecicang Islam. Penyusun membagi sub bab
dengan urutan sebagai berikut; sejarah singkat Islam di Karangasem, profil
masyarakat Kecicang Islam, Praktek kewarisan masyarakat Kecicang Islam,
kewarisan kelem masyarakat Kecicang Islam. Bab ini dimaksudkan untuk
mengetahui data lapangan atau data objek yang menjadi fokus penelitian.

Bab keempat, membahas terkait tinjauan hukum Islam terhadap kewarisan
kelem pada masyarakat Kecicang Islam. Bab ini merupakan analisis yang
dibangun berdasarkan kerangka teori yang penyusun gunakan terhadap data hasil
penelitian.

Bab kelima, bagian penutup yang memuat kesimpulan dan saran.
Kesimpulan merupakan rangkuman dari seluruh pembahasan dalam skripsi ini,
sekaligus sebagai jawaban rumusan masalah. Dan saran-saran yang merupaka
kritik, masukan, usul maupun rekomendasi yang relevan dengan kesimpulan yang

didapatkan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menganalisis kewarisan kelem dalam masyarakat Kecicang Islam

dan ditinjau dari hukum kewarisan Islam. Maka penyusun dapat menyimpulkan

bahwa:

1.

Pada dasarnya, dinamakan kewarisan yaitu perpindahan harta kekayaan dari
orang yang meninggal (pewaris) kepada keluarga yang ditinggalkan yang
masih hidup (ahli waris). Oleh karena itu, jika ada keluarga yang meninggal
dunia sebelum si pewaris meninggal dunia maka ia tidak tergolong sebagai
ahli waris dari si pewaris. Pun demikian dengan keturunan dari ahli waris
yang meninggal dunia sebelum pewaris, tidak ada istilah pengganti dari ahli
waris tersebut. Hal ini menjadi landasan kewarisan kelem masyarakat
Kecicang Islam. Seorang cucu tidak menggantikan orang tuanya sebagai ahli
waris pengganti, dikarenakan ia sudah mendapatkan bagian atau sudah
menjadi ahli waris saat orang tuanya meninggal dunia.

Terkait pembagian kewarisan pada masyarakat ini, jika seseorang meninggal

dunia maka ahli waris yang diprioritaskan adalah ayah dan ibu pewaris, serta

80
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suami atau isteri dan anak-anaknya yang masih hidup. Adapun kemungkinan

bagiannya yaitu:

o

Ayah. Bagian ayah adalah 1/6 dari harta warisan pewaris.
b. Ibu. Bagian ibu adalah 1/6 dari harta warisan pewaris.
¢. Suami. Bagian suami ada dalam dua kemungkinan, yaitu:
1. 1/2 kalau tidak ada anak;
2. 1/4 kalau ia bersama anak.
d. Isteri. Bagian isteri ada dalam dua kemungkinan, yaitu:
1. 1/4 kalau tidak ada anak;
2. 1/8 kalau ia bersama anak.
e. Anak perempuan. Kemungkinan bagian anak perempuan sebagai berikut:
1. 1/2 kalau ia sendiri saja (dan tidak bersama anak laki-laki);
2. 213 kalau anak perempuan ada dua atau lebih dan tidak bersama laki-
laki.
f.  Anak laki-laki mendapatkan bagian sisa dari harta warisan pewaris.

Jika anak laki-laki dan anak perempuan bersama maka bagian mereka
adalah sisa dengan menggunakan prinsip “nak muani maan a tegen” (anak
laki-laki mendapatkan sepikulan) dan “nak luh maan a suwun” (anak
perempuan mendapatkan seangkutan kepala). Dapat diartikan anak laki-laki
mendapatkan dua kali bagian dari anak perempuan (2:1).

Dalam hal ahli waris ini, jika ada ahli waris prioritas yang meninggal

dunia terlebih dahulu dari pewaris maka sebagai konsekuensinya ia tidak
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berhak mendapatkan warisan atau menjadi ahli waris. Pun demikian dalam
masyarakat ini tidak mengenal istilah pengganti pada ahli waris. Oleh karena
itu, yang akan menjadi ahli waris hanyalah ahli waris yang masih hidup saat
pewaris meninggal dunia.

3. Kewarisan kelem tidak mengenal pengganti pada ahli waris yang meninggal
dunia terlebih dahulu sebelum pewaris meninggal dunia. Berbeda faham
dengan pandangan ulama Sunni yang berpendapat bahwa, tidak semua cucu
yang orang tuanya meninggal terlebih dahulu dari pewaris (kakek atau
neneknya) ia mahjub (terhalang) dari harta warisan, hanya anak dari anak
perempuan sajalah yang mahjub (terhalang) dari harta warisan. Sedangkan
anak dari anak laki-laki tetap menjadi ahli waris pengganti dari orang tuanya.
Kewarisan kelem juga bertentangan dengan konsep ulama Syi’ah dalam
pembagian hak kewarisan cucu yang orang tuanya meninggal dunia lebih
dahulu dari kakek atau neneknya. Jika dalam kewarisan kelem cucu tidak
berhak menjadi pengganti ahli waris dari orang tuanya. Ulama Syiah justru
sebaliknya, cucu yang orang tuanya meninggal terlebih dahulu dari kakek atau
neneknya berhak menggantikan posisi orang tuanya sebagai ahli waris dari

kakek atau neneknya.

B. Saran

Kritik dan saran yang ingin penyusun sampaikan dalam penelitian ini

adalah:
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1. Setiap manusia pasti akan meninggal dunia dan setiap orang juga akan
menemukan persoalan tentang kewarisan dari orang yang meninggal dunia
tersebut. Terkait dalam ilmu kewarisan, sebagaimana Kkita ketahui
merupakan salah satu cabang ilmu yang memiliki keistimewaan,
diumpamakan seperti setengahnya dari ilmu pengetahuan. Akan tetapi
ilmu kewarisan juga merupakan cabang ilmu yang akan dilupakan pertama
kali oleh ummat manusia. Oleh karena itu, penyusun berharap agar setiap
elemen masyarakat mempelajari ilmu tersebut dan mengajarkan kepada
sekitarnya.

2. Hal yang paling fundamental sekaligus menjadi auto kritik khususnya
kepada para akademisi syari’ah dan hukum. Sangat minim yang memilih
fokus mempelajari hukum kewarisan. Padahal sarjana syari’ah dan hukum
merupakan salah satu sosok penting (agent of change) dalam mengajarkan
ilmu kewarisan kepada masyarakat. Diskursus ilmu kewarisan merupakan
objek paling rentan dengan permasalahan. Untuk itu, sinergitas akademisi
khususnya para sarjana syari’ah dan hukum diharapkan dalam prakteknya
di masyarakat.

3. Dalam masyarakat Kecicang Islam, ketika menyelesaikan persoalan
hukum dalam masyarakat hendaknya mempertimbangkan persoalan
tersebut dengan kacamata dua hukum yaitu hukum adat dan hukum Islam.
Sehingga keduanya bisa saling melengkapi dan tidak ada pertentangan di

antara keduanya. Dimana pada dasarnya hukum adat harus patuh dan
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tunduk kepada hukum Islam. Meskipun hukum adat sudah melekat pada
masyarakat tersebut. Karena menurut penyusun hukum Islam merupakan
hukum yang dinamis dan menjunjung tinggi keadilan serta rahmatan lil

‘alamin.
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LAMPIRAN TERJEMAHAN AYAT AL-QUR’AN DAN HADIS

NO

HLM

FN

BAB

TERJIEMAHAN

1,20

Dan Sulaiman telah mewarisi Daud..

1,20

..dan telah memberikan tempat ini (bumi) kepada
kami..

1,20

Yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari
keluarga Ya’qub..

13

18

Jadilah  pemaaf dan suruhlah  orang
mengerjakan yang makruf..

26

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta
peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya,
dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari
harta peninggalan kedua orang tua dan
kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut
bagian yang telah ditetapkan

26

Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir
beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-
orang miskin, maka berilah mereka dari harta
itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka
perkataan yang baik

27

10

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-
orang yang sekiranya mereka meninggalkan
keturunan yang lemah di belakang mereka yang
mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya.
Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa
kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara
dengan tutur kata yang benar.

27

11

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu
tentang (pembagian warisan untuk) anak-
anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki
sama dengan bagian dua orang anak
perempuan. Dan jika anak itu semuanya
perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka
bagian mereka dua pertiga dari harta yang
ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu
seorang saja, maka dia memperoleh setengah
(harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-
bapak, bagian masing-masing seperenam dari
harta yang ditinggalkan, jika dia (yang
meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang




meninggal) tidak mempunyai anak dan dia
diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka
ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang
meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka
ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-
pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi)
wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah
dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan
anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di
antara mereka yang lebih banyak manfaatnya
bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh,
Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.

28

12

Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua
dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu,
jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka
(istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu
mendapat seperempat dari harta yang
ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang
mereka buat atau (dan setelah dibayar)
hutangnya. Para istri memperoleh seperempat
harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak
mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak,
maka para istri memperoleh seperdelapan dari
harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi)
wasiat yang kamu buat atau (dan setelah
dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang
meninggal, baik laki-laki maupun perempuan
yang tidak meninggalkan ayah dan tidak
meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang
saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara
perempuan (seibu), maka bagi masing-masing
dari kedua jenis saudara itu seperenam harta.
Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari
seorang, maka mereka bersama-sama dalam
bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi
wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah
dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan
(kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan
Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha
Penyantun.

10

29

13

Dan untuk masing-masing (laki-laki dan
perempuan) Kami telah menetapkan para ahli




waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua
orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-
orang yang kamu telah bersumpah setia dengan
mereka, maka berikanlah kepada mereka
bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan
segala sesuatu

11

29

14

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang
kalalah). Katakanlah, “Allah memberi fatwa
kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang
mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi
mempunyai  saudara  perempuan, maka
bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua
dari harta yang ditinggalkannya, dan
saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh
harta saudara perempuan), jika dia tidak
mempunyai  anak. Tetapi jika saudara
perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya
dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan
jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-
saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian
seorang saudara laki-laki sama dengan bagian
dua saudara perempuan. Allah menerangkan
(hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat.
Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

12

30, 40

15

Seorang muslim tidak mewarisi non muslim dan
non muslim tidak mewarisi muslim.

13

30, 41

16

Berikanlah  faraid  (bagian-bagian  yang
ditentukan) itu kepada yang berhak dan
selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari
keturunan laki-laki yang terdekat.




10.

11.

12.

LAMPIRAN PERTANYAAN WAWANCARA
Bagaimana praktek kewarisan di Dusun Kecicang Islam? Kapan dilaksanakan
dan siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaannya?
Apakah sistem hukum yang digunakan dalam kewarisan di dusun Kecicang
Islam, mengadopsi hukum adat/ hukum Islam/ hukum lainnya?
Apa yang anda ketahui tentang kewarisan kelem?
Apakah kewarisan kelem hanya diterapkan pada masyarakat Kecicang Islam
saja?
Bagaimana sejarah kewarisan kelem di dusun Kecicang Islam?
Apakah ada kaitannya, kewarisan kelem dengan hukum kewarisan Hindu di
Bali?
Apa dasar hukum kewarisan kelem masyarakat Kecicang Islam?
Bagaimana pelaksanaan kewarisan kelem di dusun Kecicang Islam?
Adakah ketentuan jenis kelamin cucu berkenaan dengan pelaksanaan
kewarisan kelem?
Mengapa cucu dikatakan kelem dalam kewarisan kelem?
Salah satu asas kewarisan adalah keadilan, apakah kewarisan kelem ini telah
mencerminkan asas keadilan?

Apakah kewarisan kelem masih digunakan hingga saat ini?
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